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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor yang 
mempengaruhi kualitas pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nabire, dengan fokus pada 
hubungan antara variabel Faktor X (Sumber Daya Manusia, teknologi, regulasi, 
dan prosedur) sebagai variabel independen dan Peningkatan Kualitas Pelayanan 
Publik (Y) sebagai variabel dependen, yang mencakup kecepatan pelayanan, 
kepuasan masyarakat, dan efisiensi waktu serta biaya dalam pelayanan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan 
wawancara mendalam. Responden penelitian terdiri dari 100 orang, yang 
terdiri dari 50 pengguna layanan dan 50 pegawai DPMPTSP. Data dikumpulkan 
melalui kuesioner yang menggunakan skala Likert dan wawancara mendalam 
untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut mengenai kualitas pelayanan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti SDM yang berkualitas, 
penggunaan teknologi yang tepat, regulasi yang jelas, dan prosedur yang efisien 
secara signifikan berkontribusi pada peningkatan kecepatan pelayanan, 
kepuasan masyarakat, dan efisiensi waktu dan biaya dalam pelayanan yang 
diberikan. Secara keseluruhan, faktor-faktor ini memiliki hubungan positif yang 
signifikan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diterima 
masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk meningkatkan 
pelatihan SDM, memperkuat pemanfaatan teknologi, serta menyederhanakan 
prosedur pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Nabire. 
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Abstract 
This study aims to analyze the influence of factors that affect the quality of 
public services in the Nabire Regency Investment and One-Stop Integrated 
Services Office (DPMPTSP), focusing on the relationship between the X Factor 
variables (Human Resources, technology, regulations, and procedures) as 
independent variables and Public Service Quality Improvement (Y) as a 
dependent variable, which includes service speed, community satisfaction,  
and time and cost efficiency in service. This study uses a quantitative approach 
with in-depth survey and interview methods. The study respondents consisted 
of 100 people, consisting of 50 service users and 50 DPMPTSP employees. Data 
was collected through questionnaires using the Likert scale and in-depth 
interviews to gain further insights into the quality of service. The results of 
the study show that factors such as qualified human resources, the use of 
appropriate technology, clear regulations, and efficient procedures 
significantly contribute to the increase in service speed, community 
satisfaction, and time and cost efficiency in the services provided. Overall, 
these factors have a significant positive relationship with the improvement of 
the quality of public services received by the public. Based on the results of 
the study, it is recommended to improve human resource training, strengthen 
the use of technology, and simplify service procedures at the Nabire Regency 
DPMPTSP. 
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PENDAHULUAN 
Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam 

pemerintahan, terutama dalam sektor perizinan yang sangat berpengaruh pada perkembangan 
ekonomi daerah (Birokrasi, 2025; Futum Hubaib, 2021; Mulyadi et al., 2016; Riani, 2021; T. 
Rama Auliansyah, 2020). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 
Kabupaten Nabire memegang peranan penting dalam memberikan layanan perizinan yang 
efisien dan cepat kepada masyarakat, baik itu terkait izin usaha, izin mendirikan bangunan, 
maupun izin lainnya yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial. Sebagai lembaga yang 
mengelola layanan perizinan, DPMPTSP dituntut untuk menghadirkan pelayanan yang tidak 
hanya cepat, tetapi juga transparan dan efisien, guna meningkatkan kepuasan masyarakat 
(Lenak et al., 2021). 

Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu ada pemahaman yang mendalam tentang hubungan 
antara Faktor X (variabel independen), seperti Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi, regulasi, 
dan prosedur pelayanan, dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi variabel 
Y (variabel dependen). Kualitas pelayanan publik yang dimaksud meliputi aspek kecepatan 
pelayanan, kepuasan masyarakat, dan efisiensi waktu serta biaya dalam proses pelayanan yang 
diberikan. Faktor-faktor yang mendasari pengelolaan pelayanan publik di DPMPTSP Kabupaten 
Nabire ini memiliki dampak langsung terhadap hasil pelayanan yang diterima oleh masyarakat 
(Setiawati, 2023; Suwastini et al., 2023; Yahya & Setiyono, 2022). 

Evaluasi terhadap hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan dan 
hasil yang dicapai sangat penting untuk mengetahui seberapa besar kontribusi masing-masing 
faktor dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Kecepatan pelayanan yang lebih cepat, 
kepuasan masyarakat yang lebih tinggi, dan efisiensi biaya yang lebih baik dapat tercapai 
dengan memperbaiki sistem SDM, teknologi, regulasi, dan prosedur yang ada di DPMPTSP. Oleh 
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor ini saling 
berinteraksi dan memberikan dampak terhadap kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. 
Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan ini, diharapkan DPMPTSP dapat terus 
meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Nabire (Robial et al., 2023). 

Penelitian terdahulu oleh Daraba (2015) mengungkap bahwa struktur organisasi, 
kompetensi aparat, sarana dan prasarana, serta sistem pelayanan berperan penting dalam 
peningkatan kualitas layanan publik di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar. 
Demikian pula, Siagian (2023) menegaskan pentingnya kewenangan pemerintah daerah dalam 
menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang berorientasi pada kesejahteraan 
masyarakat. Meskipun demikian, kedua studi tersebut belum secara eksplisit menyoroti peran 
teknologi informasi dan regulasi dalam mendukung efisiensi dan transparansi layanan. Selain 
itu, keterkaitan antara sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan prosedur pelayanan 
dalam satu model integratif juga belum banyak dibahas secara spesifik dalam konteks DPMPTSP 
di daerah tertinggal seperti Kabupaten Nabire. 

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan menganalisis secara komprehensif 
pengaruh faktor-faktor sumber daya manusia, teknologi informasi, regulasi, dan prosedur 
pelayanan terhadap kualitas pelayanan publik di DPMPTSP Kabupaten Nabire. Pendekatan ini 
memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut 
saling berinteraksi dan berkontribusi dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kualitas 
layanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan rekomendasi strategis berbasis 
data yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam merancang kebijakan peningkatan 
pelayanan publik. Adapun manfaat dari penelitian ini mencakup perbaikan sistem SDM, 
penguatan infrastruktur teknologi, serta penyederhanaan regulasi dan prosedur demi 
tercapainya pelayanan yang lebih responsif, efisien, dan akuntabel. 
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METODE 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengumpulkan dan 

menganalisis data terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik 
di DPMPTSP Kabupaten Nabire. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
Faktor X (variabel independen) dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (variabel dependen). 
Metode yang dipilih untuk penelitian ini adalah survei dan wawancara mendalam. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk 
menggambarkan dan menganalisis data terkait dengan kecepatan pelayanan, transparansi, dan 
kepuasan masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan di DPMPTSP 
Kabupaten Nabire. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat yang menggunakan 
layanan di DPMPTSP Kabupaten Nabire dan pegawai yang bekerja di instansi tersebut. 
Responden dipilih dengan menggunakan teknik sampling purposive, di mana sampel diambil 
berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu masyarakat 
pengguna layanan dan pegawai yang terlibat langsung dalam proses pelayanan. Jumlah sampel 
untuk penelitian ini adalah 100 orang yang terdiri dari 50 pengguna layanan dan 50 pegawai 
DPMPTSP. Pemilihan sampel ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang representatif 
mengenai persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan efektivitas prosedur yang 
diterapkan di DPMPTSP. 

Untuk menganalisis hubungan antara variabel independen (Sumber Daya Manusia, 
Teknologi Informasi, Regulasi, dan Prosedur Pelayanan) dengan variabel dependen (Kualitas 
Pelayanan Publik), digunakan analisis regresi linier berganda. Uji validitas dilakukan 
menggunakan analisis korelasi item-total, sedangkan uji reliabilitas dilakukan dengan 
menghitung nilai Cronbach’s Alpha untuk memastikan konsistensi instrumen. Seluruh analisis 
data dilakukan menggunakan software SPSS versi terbaru. Uji asumsi klasik seperti normalitas, 
multikolinearitas, dan heteroskedastisitas juga dilakukan untuk memastikan keabsahan model 
regresi yang digunakan. Hasil uji regresi digunakan untuk mengetahui faktor mana yang paling 
dominan dalam mempengaruhi kualitas pelayanan publik, serta untuk memberikan rekomendasi 
kebijakan yang berbasis bukti dalam rangka peningkatan kinerja DPMPTSP Kabupaten Nabire. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Kecepatan Pelayanan 

Sumber daya manusia (SDM) memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem 
pelayanan publik, khususnya dalam konteks Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nabire. SDM yang berkualitas tidak hanya dapat 
mempengaruhi kualitas pelayanan, tetapi juga berperan signifikan dalam mempercepat proses 
pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat (Afandi, 2021; Imbron & Pamungkas, 2021; 
Muryani et al., 2022; Samsuni, 2017). Dalam sistem perizinan dan administrasi di DPMPTSP, 
kecepatan pelayanan menjadi salah satu indikator utama efektivitas. Oleh karena itu, faktor 
SDM menjadi sangat vital dalam mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan responsive: 
 
Kualifikasi dan Kompetensi SDM 

Kecepatan pelayanan di DPMPTSP sangat dipengaruhi oleh kualifikasi dan kompetensi 
pegawai yang ada. Setiap pegawai yang terlibat dalam pelayanan publik harus memiliki 
pengetahuan yang cukup dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan tugas mereka. 
Misalnya, dalam memberikan pelayanan perizinan, pegawai DPMPTSP harus memahami dengan 
baik regulasi yang berlaku, prosedur pengajuan izin, dan perangkat teknologi yang digunakan 
untuk memproses izin tersebut. 

Tanpa pemahaman yang mendalam mengenai prosedur, waktu yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan sebuah permohonan izin bisa menjadi sangat lama. Sebaliknya, SDM yang 
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terlatih dengan baik akan mampu mengidentifikasi dengan cepat masalah atau kendala yang 
ada dalam proses perizinan, sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan 
efisien. Pelatihan yang rutin dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa para 
pegawai selalu memiliki pengetahuan yang terbaru tentang peraturan dan teknologi yang 
digunakan dalam pelayanan (Fajriyani et al., 2023; Gema Pertiwi & Yanti, 2024; Zanna & 
Ubaidillah, 2024). 
 
Motivasi dan Kinerja Pegawai 

Motivasi adalah faktor penting yang mempengaruhi kecepatan pelayanan. Pegawai yang 
memiliki motivasi tinggi cenderung bekerja lebih cepat dan lebih efisien dalam menyelesaikan 
tugasnya. Motivasi yang tinggi dapat meningkatkan tingkat keterlibatan pegawai dalam setiap 
aspek pelayanan publik yang mereka lakukan (Bukhari & Pasaribu, 2020; Febriyanti, 2022; 
Setiawan, 2021; Wahyuni, 2014; Zulkifli, 2022). Hal ini tercermin dalam ketepatan waktu dalam 
memproses permohonan izin, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, serta penyelesaian 
masalah dengan cara yang lebih kreatif dan inovatif. 

Di sisi lain, pegawai yang tidak memiliki motivasi atau yang merasa tidak dihargai dalam 
pekerjaannya akan cenderung kurang maksimal dalam memberikan pelayanan, yang tentu saja 
akan berdampak pada keterlambatan dalam proses pelayanan. Oleh karena itu, penting bagi 
DPMPTSP Kabupaten Nabire untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, termasuk 
dengan memberikan penghargaan atas pencapaian pegawai, serta memastikan kesejahteraan 
mereka, agar motivasi kerja dapat terus terjaga dan kinerja mereka tetap optimal. 
 
Kepemimpinan yang Efektif 

Kepemimpinan yang baik adalah salah satu faktor yang mendasar dalam mendorong 
peningkatan kecepatan pelayanan. Pemimpin yang efektif di DPMPTSP Kabupaten Nabire 
memiliki kemampuan untuk mengarahkan dan memotivasi SDM agar dapat bekerja dengan 
maksimal. Kepemimpinan yang baik tidak hanya mencakup kemampuan manajerial dalam 
mengelola pegawai, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi 
dalam regulasi dan teknologi (Nisyak & Triyonowati, 2016; Nurdiyanta & Surakarta, 2016; 
Sukatin et al., 2022). 

Pemimpin yang responsif terhadap kebutuhan pegawai dan mampu menciptakan suasana 
kerja yang mendukung inovasi dan kolaborasi akan mendorong tim untuk bekerja lebih cepat 
dan lebih efisien. Selain itu, pemimpin yang mampu memberikan feedback konstruktif dan 
mendengarkan masukan dari pegawai akan menciptakan rasa kepemilikan terhadap tugas dan 
tanggung jawab, yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja dan kecepatan pelayanan di 
DPMPTSP. 
 
Penggunaan Teknologi oleh SDM 

Kecepatan pelayanan juga dipengaruhi oleh sejauh mana SDM memanfaatkan teknologi 
yang ada. Di era digital saat ini, DPMPTSP telah mengimplementasikan sistem pelayanan 
berbasis teknologi informasi untuk mempercepat proses perizinan, seperti aplikasi online untuk 
pengajuan izin dan sistem pemrosesan dokumen yang terintegrasi. Namun, penggunaan 
teknologi ini tidak akan efektif tanpa kemampuan SDM dalam mengoperasikan sistem tersebut 
(Syafitri & Mashur, 2022). 

Pegawai yang mahir dalam menggunakan teknologi dapat memproses permohonan izin 
dengan lebih cepat, melakukan verifikasi data secara otomatis, dan mengurangi kesalahan 
manusia yang dapat memperlambat proses pelayanan. Sebaliknya, pegawai yang kurang 
familiar atau tidak terlatih dengan sistem teknologi yang baru mungkin akan mengalami 
kesulitan, yang berujung pada keterlambatan pelayanan. Oleh karena itu, pelatihan 
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berkelanjutan tentang teknologi yang digunakan dalam pelayanan adalah hal yang sangat 
penting untuk mendukung percepatan proses perizinan. 
 
Pengelolaan Waktu dan Efisiensi Proses 

Manajemen waktu yang baik oleh pegawai DPMPTSP juga berpengaruh langsung terhadap 
kecepatan pelayanan. Pegawai yang memiliki kemampuan untuk mengelola waktu dengan baik 
akan lebih efisien dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Di sisi lain, jika waktu tidak 
dikelola dengan baik, banyak permohonan izin yang dapat tertunda atau bahkan terabaikan. 

SDM yang memiliki keterampilan dalam manajemen waktu akan dapat menuntaskan 
tugas dalam batas waktu yang ditentukan, serta mampu menyelesaikan lebih banyak 
permohonan izin dalam waktu yang lebih singkat. Oleh karena itu, penting bagi DPMPTSP untuk 
memberikan pelatihan dalam manajemen waktu kepada seluruh pegawainya. Hal ini tidak 
hanya akan mempercepat proses pelayanan, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan 
mengurangi beban kerja yang berlebihan. 
 
Pengaruh Kinerja Tim terhadap Kecepatan Pelayanan 

Selain kinerja individu, kinerja tim juga memiliki dampak besar terhadap kecepatan 
pelayanan. DPMPTSP Kabupaten Nabire seringkali melibatkan lebih dari satu pegawai dalam 
memproses sebuah permohonan izin, terutama jika melibatkan banyak pihak terkait. Dalam 
konteks ini, kerja sama yang baik antar pegawai akan sangat menentukan efisiensi waktu yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proses. 

Tim yang solid akan mampu bekerja secara koordinatif untuk menyelesaikan masalah 
yang timbul selama proses pelayanan. Komunikasi yang lancar dan pembagian tugas yang jelas 
akan mempercepat penyelesaian setiap tahapan perizinan, dari pengumpulan dokumen hingga 
pengesahan izin. Dengan demikian, kinerja tim yang baik dapat mempercepat pelayanan dan 
meningkatkan kepuasan masyarakat. 

Secara keseluruhan, SDM memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kecepatan 
pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Nabire. Kualifikasi, kompetensi, motivasi, kepemimpinan, 
serta kemampuan dalam menggunakan teknologi adalah faktor-faktor kunci yang dapat 
mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelayanan. DPMPTSP perlu terus meningkatkan kualitas 
SDM-nya melalui pelatihan rutin, pengelolaan waktu yang efektif, serta pemberdayaan 
teknologi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, dan berkualitas. Dengan 
demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat dari sistem pelayanan yang lebih efisien dan 
responsif, yang pada gilirannya dapat mendukung iklim investasi yang lebih baik di Kabupaten 
Nabire (Syafriadi, 2023) 
 
Peran Teknologi dalam Meningkatkan Efisiensi Pelayanan 

Dalam era digital saat ini, teknologi memegang peranan penting dalam meningkatkan 
efisiensi pelayanan publik, terutama di lembaga-lembaga pemerintah yang memberikan 
layanan langsung kepada masyarakat, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nabire. Teknologi tidak hanya mempercepat proses 
administrasi, tetapi juga mengurangi biaya operasional, meningkatkan transparansi, dan 
meningkatkan kepuasan masyarakat. Dalam konteks ini, peran teknologi sangat vital untuk 
mengoptimalkan proses perizinan dan pelayanan publik lainnya yang diberikan oleh DPMPTSP 
(Silaban & P. M, 2023): 

 
Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Berbasis Teknologi 

Salah satu langkah penting yang telah diambil oleh banyak instansi pemerintah, termasuk 
DPMPTSP Kabupaten Nabire, adalah penerapan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
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berbasis teknologi. Dengan menggunakan platform digital, masyarakat dapat mengajukan 
permohonan izin secara online tanpa harus datang ke kantor secara langsung. Teknologi ini 
memungkinkan DPMPTSP untuk menyediakan layanan 24 jam, di mana masyarakat bisa 
mengakses dan mengajukan permohonan izin kapan saja dan dari mana saja. 

Melalui sistem ini, proses pengajuan izin yang dulunya memerlukan waktu yang lama dan 
melalui banyak tahapan administrasi kini dapat dipersingkat. Semua permohonan izin dicatat 
dan diproses melalui satu sistem yang terintegrasi, yang menghubungkan berbagai bagian dan 
instansi terkait dalam pengeluaran izin. Oleh karena itu, teknologi tidak hanya mempercepat 
waktu proses, tetapi juga meminimalisir potensi kesalahan manusia yang sering terjadi dalam 
sistem manual. 
 
Pengurangan Birokrasi dan Proses Manual 

Sebelum adanya penerapan teknologi, banyak proses di DPMPTSP yang melibatkan 
langkah-langkah manual, seperti pengisian formulir, verifikasi dokumen fisik, dan pertemuan 
langsung antara pemohon dan petugas. Proses-proses ini membutuhkan banyak waktu dan 
tenaga, baik bagi pemohon maupun bagi petugas yang mengurus permohonan. Selain itu, proses 
manual ini cenderung rawan akan kesalahan administratif, yang bisa menyebabkan 
keterlambatan dalam pengeluaran izin. 

Dengan mengintegrasikan teknologi dalam pelayanan, DPMPTSP dapat mengurangi 
langkah-langkah manual ini. Sistem berbasis teknologi memungkinkan pengisian formulir secara 
online, verifikasi otomatis melalui data yang sudah ada, dan komunikasi antara pihak-pihak 
terkait yang lebih efisien. Teknologi juga memungkinkan adanya sistem notifikasi yang 
mengingatkan pemohon mengenai status permohonan mereka atau jika ada dokumen yang 
belum lengkap. Hal ini mengurangi potensi kesalahan dan mempercepat waktu pelayanan, 
karena proses yang dulu membutuhkan banyak tahapan kini dapat diselesaikan dalam beberapa 
langkah saja. 
 
Pemanfaatan Aplikasi dan Sistem Informasi 

Dalam meningkatkan efisiensi pelayanan, DPMPTSP Kabupaten Nabire juga 
memanfaatkan berbagai aplikasi dan sistem informasi yang mendukung proses perizinan dan 
administrasi. Salah satu contoh adalah penggunaan aplikasi untuk pelaporan dan tracking 
permohonan izin. Aplikasi ini memungkinkan pemohon untuk memantau perkembangan status 
permohonan mereka secara langsung tanpa perlu datang ke kantor. Dengan demikian, 
masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan dan dapat 
merencanakan tindak lanjutnya sesuai dengan status permohonan izin. Aplikasi juga 
memberikan kemudahan dalam hal pengumpulan data, pengolahan informasi, dan pembuatan 
laporan secara otomatis. Petugas DPMPTSP dapat dengan mudah mengakses data yang 
dibutuhkan untuk memproses permohonan izin, serta membuat laporan secara cepat dan tepat. 
Pemanfaatan aplikasi ini tidak hanya mempercepat proses pelayanan, tetapi juga meningkatkan 
akurasi dan kualitas data yang dikumpulkan. 
 
Sistem Pemrosesan Dokumen Elektronik 

Selain itu, teknologi juga memungkinkan pemrosesan dokumen dalam format elektronik 
(e-dokumen). Sistem ini mengubah dokumen fisik menjadi dokumen digital yang dapat diproses 
secara lebih cepat dan mudah. Dengan adanya sistem manajemen dokumen elektronik, 
DPMPTSP tidak perlu lagi bergantung pada dokumen fisik yang memakan ruang penyimpanan 
dan memerlukan waktu untuk pencarian. 

Dokumen elektronik dapat disimpan dalam sistem cloud yang memungkinkan akses cepat 
oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses perizinan. Sistem ini memungkinkan pemrosesan 
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dokumen yang lebih efisien, dengan waktu pencarian dan pemindahan dokumen yang jauh lebih 
cepat dibandingkan dengan sistem manual. Selain itu, penggunaan dokumen elektronik juga 
mengurangi potensi kesalahan manusia dalam pengolahan dan penyimpanan data. 
 
Peningkatan Transparansi dan Pengurangan Potensi Korupsi 

Salah satu manfaat utama dari penerapan teknologi dalam pelayanan publik adalah 
peningkatan transparansi. Dengan menggunakan sistem berbasis teknologi, semua tahapan dan 
status permohonan izin dapat dipantau oleh masyarakat secara langsung. Hal ini mengurangi 
potensi adanya praktik-praktik yang tidak transparan, seperti pungutan liar atau 
penyalahgunaan wewenang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. 

Masyarakat dapat memonitor progres permohonan mereka melalui sistem yang sudah 
terintegrasi, yang memberikan informasi yang jelas mengenai waktu pemrosesan dan status 
setiap dokumen yang diajukan. Dengan transparansi yang lebih baik, kepercayaan masyarakat 
terhadap DPMPTSP juga akan meningkat, yang pada gilirannya dapat mempercepat proses 
pelayanan karena pemohon merasa lebih yakin dan puas dengan layanan yang mereka terima. 
 
Peningkatan Aksesibilitas dan Kepuasan Masyarakat 

Selain meningkatkan efisiensi internal di DPMPTSP, teknologi juga berperan dalam 
meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat. Sistem online memungkinkan masyarakat yang 
berada di daerah terpencil untuk mengajukan izin tanpa harus datang ke kantor DPMPTSP, yang 
bisa saja memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Aksesibilitas yang lebih baik ini tidak 
hanya mempercepat proses perizinan, tetapi juga mengurangi beban biaya yang harus 
dikeluarkan oleh masyarakat. Dengan akses yang lebih mudah, masyarakat akan merasa lebih 
puas dengan pelayanan yang diberikan. Kepuasan ini tentunya berhubungan langsung dengan 
tingkat kepercayaan mereka terhadap pemerintah, yang akan mendorong lebih banyak 
masyarakat untuk memanfaatkan layanan yang tersedia. 
 
Evaluasi dan Pemantauan Kinerja Secara Real-Time 

Penggunaan teknologi juga memungkinkan DPMPTSP untuk melakukan evaluasi dan 
pemantauan kinerja pelayanan secara real-time. Melalui dashboard digital yang 
mengintegrasikan berbagai data dan indikator kinerja, pihak manajerial dapat memantau 
proses perizinan, mengevaluasi kinerja pegawai, dan melakukan penyesuaian kebijakan atau 
prosedur apabila ditemukan kendala atau ketidakefisienan dalam proses pelayanan. Sistem ini 
memungkinkan DPMPTSP untuk terus beradaptasi dan memperbaiki kualitas pelayanan seiring 
berjalannya waktu, sehingga pelayanan yang diberikan semakin cepat, transparan, dan efisien. 

Secara keseluruhan, teknologi memainkan peran yang sangat penting dalam 
meningkatkan efisiensi pelayanan publik di DPMPTSP Kabupaten Nabire. Dengan penerapan 
sistem pelayanan berbasis teknologi, DPMPTSP dapat mengurangi birokrasi, mempercepat 
proses perizinan, meningkatkan transparansi, dan memberikan akses yang lebih baik bagi 
masyarakat. Teknologi memungkinkan DPMPTSP untuk mengoptimalkan penggunaan waktu, 
sumber daya, dan informasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan masyarakat 
dan mempercepat proses pelayanan. Dalam menghadapi tantangan di masa depan, penguatan 
pemanfaatan teknologi akan terus menjadi kunci untuk menciptakan pelayanan publik yang 
lebih efisien, modern, dan responsive (Maningkue et al., 2022). 
 
Evaluasi Sistem Regulasi dan Prosedur di DPMPTSP 

Evaluasi sistem regulasi dan prosedur yang diterapkan di Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nabire sangat penting untuk 
mengidentifikasi efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik, khususnya dalam pengurusan 
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izin usaha dan layanan administrasi lainnya. Regulasi dan prosedur yang jelas dan mudah diikuti 
merupakan dasar dari pelayanan yang cepat, transparan, dan berkualitas. Oleh karena itu, 
evaluasi terhadap sistem yang ada di DPMPTSP Kabupaten Nabire bertujuan untuk memastikan 
bahwa setiap langkah yang diambil mendukung tercapainya tujuan utama pelayanan yang lebih 
baik bagi masyarakat: 
 
Kepatuhan terhadap Peraturan dan Regulasi yang Berlaku 

Salah satu elemen utama dari evaluasi sistem regulasi dan prosedur adalah sejauh mana 
DPMPTSP Kabupaten Nabire mematuhi peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini, peraturan mengenai perizinan dan pelayanan 
administrasi yang ada di DPMPTSP harus sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 
2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

Evaluasi terhadap penerapan regulasi ini melibatkan pemeriksaan apakah DPMPTSP sudah 
mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada, seperti mekanisme pemberian izin, waktu yang 
dibutuhkan untuk pemrosesan izin, serta sistem pengawasan yang berlaku. Sistem perizinan 
yang dilakukan harus transparan dan akuntabel, di mana masyarakat dapat mengetahui dengan 
jelas persyaratan yang diperlukan, langkah-langkah yang harus diambil, dan waktu yang 
dibutuhkan dalam setiap proses izin. Ketidakpatuhan terhadap regulasi atau ketidaksesuaian 
dalam pelaksanaannya akan berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan 
(Sebayang et al., 2022). 
 
Kejelasan Prosedur Pelayanan 

Prosedur pelayanan yang diterapkan di DPMPTSP Kabupaten Nabire harus jelas, mudah 
dipahami, dan tidak berbelit-belit. Salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi 
kecepatan pelayanan adalah kesederhanaan dan kejelasan prosedur. Evaluasi terhadap 
prosedur pelayanan di DPMPTSP meliputi analisis langkah-langkah yang harus diikuti oleh 
pemohon izin, mulai dari pengisian formulir, pengumpulan dokumen, hingga pengambilan 
keputusan akhir (Ishak, 2022; Rahmadytha Adelia Pratiwi et al., 2022). 

Prosedur yang rumit dan tidak jelas dapat menghambat proses perizinan, menyebabkan 
kebingunguan di kalangan masyarakat, serta berpotensi meningkatkan tingkat kesalahan atau 
penundaan. Oleh karena itu, perlu adanya peninjauan terhadap setiap tahapan prosedur, 
apakah sudah cukup efisien dan mudah diikuti oleh masyarakat, serta apakah sudah 
dilaksanakan dengan benar oleh petugas. Selain itu, penting untuk menilai apakah prosedur 
yang diterapkan sudah mengakomodasi perkembangan teknologi dan kebutuhan zaman, seperti 
penerapan sistem layanan online yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan tanpa 
harus datang langsung ke kantor DPMPTSP. 
 
Transparansi dan Aksesibilitas Informasi 

Transparansi dan aksesibilitas informasi adalah komponen penting dalam prosedur 
pelayanan yang efisien. Masyarakat harus dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai 
prosedur, persyaratan, serta status permohonan izin yang sedang diproses. Salah satu masalah 
yang sering ditemui dalam pelayanan publik adalah kurangnya informasi yang tersedia bagi 
pemohon, yang menyebabkan ketidakpastian dalam proses pelayanan. 

Evaluasi terhadap transparansi ini meliputi pemeriksaan apakah informasi mengenai 
persyaratan izin, waktu yang dibutuhkan, biaya yang dikenakan, serta tahapan yang harus 
dilalui sudah jelas dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. DPMPTSP Kabupaten 
Nabire harus memastikan bahwa semua informasi terkait layanan publik yang disediakan 
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tersedia secara terbuka, baik melalui website resmi, aplikasi mobile, maupun media sosial, 
sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan tepat. 
 
Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum 

Evaluasi sistem regulasi juga mencakup aspek pengawasan dan penegakan hukum. 
DPMPTSP harus memiliki mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa setiap 
tahapan dalam proses pelayanan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 
Pengawasan yang efektif tidak hanya mencakup pemantauan terhadap kelancaran proses 
perizinan, tetapi juga terhadap potensi penyalahgunaan wewenang atau praktik korupsi. 

Dalam hal ini, DPMPTSP harus memiliki sistem yang memungkinkan adanya audit dan 
penilaian terhadap setiap permohonan izin yang diproses, serta tindak lanjut terhadap keluhan 
atau masalah yang timbul selama proses tersebut. Selain itu, mekanisme penegakan hukum 
yang jelas juga perlu diterapkan, seperti tindakan terhadap pihak-pihak yang melakukan 
pelanggaran atau penyalahgunaan prosedur yang dapat merugikan masyarakat atau mencederai 
integritas sistem pelayanan. 
 
Penerapan Teknologi dalam Regulasi dan Prosedur 

Salah satu aspek yang perlu dievaluasi dalam sistem regulasi dan prosedur DPMPTSP 
adalah sejauh mana teknologi telah diterapkan dalam proses perizinan dan administrasi. 
Pemanfaatan teknologi, seperti sistem pelayanan berbasis online, tidak hanya mempercepat 
proses perizinan, tetapi juga memberikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. 

Evaluasi terhadap penerapan teknologi mencakup pemeriksaan apakah sistem yang 
digunakan sudah memadai dalam mendukung kelancaran pelayanan, apakah platform online 
yang ada mudah digunakan oleh masyarakat, serta apakah sistem ini sudah terintegrasi dengan 
baik dengan instansi atau pihak terkait lainnya. Penggunaan teknologi yang tepat dapat 
menyederhanakan prosedur, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan efisiensi pelayanan. 
 
Kendala dan Tantangan dalam Implementasi Regulasi dan Prosedur 

Setiap sistem regulasi dan prosedur pasti menghadapi tantangan dan kendala dalam 
implementasinya. Di DPMPTSP Kabupaten Nabire, tantangan utama yang mungkin dihadapi 
termasuk keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan bagi pegawai, atau 
keterbatasan infrastruktur teknologi yang memadai. Evaluasi terhadap kendala ini sangat 
penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kelancaran pelayanan dan 
mencari solusi yang tepat. 

Selain itu, perubahan regulasi atau kebijakan yang sering terjadi juga dapat 
memengaruhi efektivitas prosedur yang diterapkan. DPMPTSP harus memiliki mekanisme untuk 
terus memperbarui dan menyelaraskan prosedur pelayanan dengan regulasi yang baru, serta 
memastikan bahwa semua pegawai memahami perubahan tersebut dan dapat menyesuaikan 
diri dengan cepat. 

Evaluasi terhadap sistem regulasi dan prosedur di DPMPTSP Kabupaten Nabire sangat 
penting untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, khususnya dalam hal perizinan. 
Prosedur yang jelas, transparansi informasi, dan penerapan teknologi yang tepat akan 
meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat. Di sisi lain, pengawasan yang 
efektif dan penerapan regulasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku akan memastikan 
bahwa pelayanan yang diberikan tetap berintegritas dan akuntabel. Untuk itu, DPMPTSP perlu 
terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem regulasi dan prosedur yang ada, agar 
dapat memberikan pelayanan yang lebih efisien, cepat, dan berkualitas kepada masyarakat. 
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Hubungan Antara Faktor X dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 
Peningkatan kualitas pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nabire sangat bergantung pada berbagai faktor yang saling 
terkait. Dalam hal ini, Faktor X (variabel independen), yang terdiri dari Sumber Daya Manusia 
(SDM), teknologi, regulasi, dan prosedur pelayanan, berpengaruh langsung terhadap 
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Y). Variabel Y yang dimaksud dalam penelitian ini 
mengacu pada kecepatan pelayanan, kepuasan masyarakat, dan efisiensi waktu serta biaya 
yang diterima oleh masyarakat. Memahami hubungan antara faktor-faktor ini dan peningkatan 
kualitas pelayanan publik sangat penting dalam menciptakan sistem pelayanan yang lebih 
efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat: 
 
Pengaruh Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Pelayanan (Y) 

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor X yang paling berpengaruh terhadap 
kualitas pelayanan publik di DPMPTSP. Penelitian ini menunjukkan bahwa 78% responden 
menilai bahwa keterampilan dan pengetahuan pegawai dalam hal regulasi perizinan berperan 
penting dalam mempercepat proses pengajuan izin. Selain itu, 83% responden merasa lebih 
puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pegawai yang profesional, ramah, dan responsif 
terhadap permintaan mereka. Variabel Y (kecepatan pelayanan) meningkat secara signifikan 
ketika SDM DPMPTSP dilatih secara berkala mengenai prosedur baru, teknologi yang digunakan, 
dan cara menangani berbagai jenis permohonan izin. Hal ini dapat mengurangi waktu tunggu 
masyarakat sebesar 22%, seperti yang tercatat dalam data internal DPMPTSP. 
 
Pengaruh Teknologi terhadap Kualitas Pelayanan (Y) 

Pemanfaatan teknologi informasi terbukti menjadi faktor penting dalam meningkatkan 
efisiensi pelayanan, khususnya dalam proses perizinan. Berdasarkan data yang diperoleh dari 
kuesioner, 80% responden mengatakan bahwa penggunaan sistem pelayanan berbasis teknologi, 
seperti aplikasi atau platform online, memungkinkan mereka untuk mengajukan permohonan 
izin secara lebih cepat dan memantau status permohonan mereka. Dengan penerapan 
teknologi, waktu yang dibutuhkan untuk memproses izin dapat berkurang hingga 30%, yang pada 
gilirannya meningkatkan kecepatan pelayanan (Y) dan kepuasan masyarakat (Y). Teknologi juga 
memungkinkan pengurangan kesalahan manusia dalam proses manual, yang tercermin dalam 
penurunan tingkat kesalahan dokumen sebesar 15%. 
 
Pengaruh Regulasi terhadap Kepastian dan Kualitas Pelayanan (Y) 

Regulasi yang jelas dan mudah dipahami menjadi faktor X yang signifikan dalam 
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebanyak 75% responden menyatakan bahwa regulasi 
yang tidak rumit dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat mempengaruhi kecepatan dan 
transparansi dalam proses pengajuan izin. Dalam hal ini, penerapan regulasi yang jelas 
meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Prosedur yang sederhana mengurangi kebutuhan untuk 
pengajuan berulang, yang pada akhirnya mempercepat proses izin. Selain itu, 70% responden 
melaporkan bahwa mereka merasa lebih puas ketika prosedur yang diterapkan mudah diikuti 
dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. 
 
Pengaruh Prosedur Pelayanan terhadap Kecepatan dan Efisiensi Pelayanan (Y) 

Prosedur yang jelas dan efisien merupakan faktor penting yang mempengaruhi kecepatan 
pelayanan (Y). Prosedur yang rumit dan panjang dapat menghambat waktu penyelesaian izin. 
Penelitian ini mengungkapkan bahwa 82% responden menganggap bahwa prosedur yang 
disederhanakan mempercepat proses perizinan. Proses yang lebih efisien memungkinkan 
pegawai untuk memproses lebih banyak permohonan dalam waktu yang lebih singkat, yang juga 
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mengurangi antrian. Dalam hal ini, waktu yang dibutuhkan untuk memproses izin dapat 
berkurang hingga 25% apabila prosedur yang tidak perlu disederhanakan. Pengurangan tahapan 
administratif yang tidak penting juga berdampak pada pengurangan biaya operasional, yang 
tercatat turun sekitar 18%. 
 
Hubungan Antara Faktor X dan Peningkatan Kualitas Pelayanan (Y) 

Secara keseluruhan, hubungan antara Faktor X (SDM, teknologi, regulasi, dan prosedur) 
dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Y) sangat erat. Semua faktor X berfungsi saling 
mendukung untuk meningkatkan kecepatan pelayanan, kepuasan masyarakat, dan efisiensi 
biaya dalam pelayanan yang diberikan. Berdasarkan analisis korelasi yang dilakukan dengan 
menggunakan Pearson Correlation, terdapat hubungan positif yang signifikan antara faktor X 
dan variabel Y, dengan nilai korelasi mencapai 0.82. Ketika DPMPTSP Kabupaten Nabire 
mengoptimalkan faktor-faktor ini secara bersamaan, maka kualitas pelayanan publik secara 
keseluruhan akan meningkat. Misalnya, dengan memadukan SDM yang berkualitas, teknologi 
yang efektif, regulasi yang jelas, dan prosedur yang efisien, DPMPTSP dapat memberikan 
pelayanan yang lebih cepat, lebih transparan, dan lebih memuaskan bagi masyarakat. Hal ini 
tercermin dalam 85% responden yang menyatakan bahwa mereka merasa lebih puas dengan 
pelayanan yang diberikan ketika faktor-faktor tersebut dioptimalkan. 

Dengan pengurangan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam mengakses layanan, 
serta meningkatnya transparansi, pelayanan publik yang lebih efisien dapat tercipta. Faktor X 
yang meliputi SDM, teknologi, regulasi, dan prosedur memiliki hubungan yang sangat kuat 
dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di DPMPTSP Kabupaten Nabire. Setiap faktor 
berkontribusi pada berbagai aspek kualitas pelayanan, termasuk kecepatan, kepuasan 
masyarakat, dan efisiensi waktu serta biaya. Oleh karena itu, mengoptimalkan faktor-faktor ini 
akan menciptakan sistem pelayanan yang lebih efisien, cepat, dan memuaskan bagi 
masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara 
keseluruhan. 
 
SIMPULAN 

Kesimpulannya, peningkatan kualitas pelayanan publik di DPMPTSP Kabupaten Nabire 
sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi, 
regulasi, dan prosedur pelayanan. Setiap faktor ini memiliki peran yang saling mendukung 
dalam mempercepat proses pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat, dan memastikan 
efisiensi waktu serta biaya dalam pengurusan izin. SDM yang kompeten dan profesional mampu 
memberikan pelayanan yang lebih cepat dan responsif, sementara teknologi memungkinkan 
proses yang lebih efisien dan transparan. Regulasi yang jelas dan prosedur yang sederhana serta 
efisien mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam proses perizinan, meningkatkan 
kepastian bagi masyarakat. Secara keseluruhan, pengoptimalan faktor-faktor ini akan 
menciptakan sistem pelayanan yang lebih efisien, cepat, dan memuaskan bagi masyarakat, yang 
pada gilirannya akan memperbaiki kualitas pelayanan publik di DPMPTSP. Implementasi yang 
efektif dari faktor-faktor ini juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap 
pemerintah dan meningkatkan citra positif lembaga pelayanan publik. Oleh karena itu, untuk 
mencapai pelayanan publik yang berkualitas, penting bagi DPMPTSP untuk terus melakukan 
evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap setiap faktor yang berperan dalam proses 
pelayanan. 
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